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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang

   Pelayanan publik merupakan proses yang mencakup tindakan 

berbagai pihak, baik instansi pemerintah, swasta, maupun lembaga 

independen, adapun tujuan utama nya untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat atas barang, jasa, dan pelayanan administratif. Dalam proses 

kegiatannya dilandasi oleh peraturan perundang-undang yang berlaku dan 

menjamin hak setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan yang 

berkualitas. Pelayanan publik juga melibatkan interaksi langsung terhadap 

masyarakat dan pelaksana pelayanan, seperti pejabat, pegawai, dan instansi 

penyelenggara. Semuanya mempunyai tanggung jawab untuk memberikan 

pelayanan yang prima dan memastikan masyarakat mendapatkan haknya 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.1 

Pada dasarnya bagi manusia pasti membutuhkan pelayanan dalam 

setiap sektor kehidupan yang dijalani dan bahwa manusia bergantung pada 

pelayanan. Meskipun masyarakat selalu menginginkan pelayanan publik 

yang baik dari birokrat, namun seringkali terjadi harapan tersebut tidak 

terpenuhi oleh penyelenggara pelayanan. Kenyataannya pelayan yang saat 

 
1Pelayanan Publik, pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/973-

pelayanan-publik. diakses 19 Agustus. 2024. 
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ini masih jauh dari ideal, prosesnya seringkali berbelit-belit, membutuhkan 

waktu yang lama, dan melelahkan bagi masyarakat.

“Pelayanan adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau 

perorangan kepada konsumen (customer/yang dilayani), yang bersifat tidak 

berwujud dan tidak dapat dimiliki.”2 

Sehubungan dengan itu pelayanan publik harus berdasarkan standar 

pelayanan sebagai ukuran untuk pedoman dalam penyelenggaraan 

pelayanan dalam rangka pemenuhan pelayanan yang berkualitas, cepat, 

terjangkau, dan terukur. Dalam Pasal 2, Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang-undang tentang pelayanan publik 

dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara 

masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.3  

Dalam pengaturan mengenai pelayanan publik terdapat pada Pasal 3 

adapun tujuan Pelayanan Publik a). Setiap pihak yang terlibat pelayanan 

publik memiliki kejelasan tentang hak dan kewajibannya masing-masing; 

b). Pelayanan publik diselenggarakan dengan baik, sesuai dengan prinsip-

prinsip korporasi yang baik; c). Pelayanan publik dilaksanakan sesuai 

dengan aturan hukum yang berlaku; dan d). Masyarakat yang menerima 

layanan publik mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.4 

Dalam ruang lingkup pelayanan publik berdasarkan Pasal 5 ayat (2) 

meliputi Pelayanan jasa publik, barang publik, dan pelayanan administratif. 

 
2 Sutopo dan Adi Suryanto, Pelayanan Prima, (Jakarta: Lembaga Administrasi 

Negara, 2006), hlm 9. 
3Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 2  
4 Ibid., Pasal 3. 
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Pelayanan publik menjangkau berbagai bidang kehidupan meliputi, 

pekerjaan, pengajaran, pendidikan, komunikasi  informasi, lingkungan 

hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, transportasi, 

pengelolaan sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lainnya.5 Pelayanan 

ini dibagi menjadi 3 kelompok sesuai yang telah disebutkan di atas :  

A. Pelayanan Jasa Publik, suatu pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk jasa dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, 

transportasi, dan pemeliharaan kesehatan. 

B. Pelayanan Administratif, pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk dokumen resmi yang diperlukan publik, seperti status 

kewarganegaraan, Kepemilikan Sertifikat Kompetensi, dan 

sebagainya. 

C. Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang berbagai bentuk jenis 

barang yang digunakan publik seperti penyedia tenaga listrik, air 

bersih, dan jaringan telepon.6 

Dalam penyelenggara pelayanan pasti tidak terlepas akan konsep 

hukum, bahwa dalam penyelenggara pelayanan publik tidak terlepas adanya 

unsur-unsur hukum terikat, bahwa faktor-faktor yang menjadikan 

pendukung dalam meningkatkan pelayanan publik antara lain:  

a. Faktor Hukum 

 
5 Ibid., Pasal 5 ayat (2).  
6 Dr. Ir. H., Juniarso Ridwan, M.Si., M.H., dan Achmad Sodik Sudrajat, S.H., 

M.H., Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. (Bandung, Nuansa 

Cendekia, 2020), hlm 19. 
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Hukum akan mudah digerakkan jika aturan atau undang-undangnya 

sudah berpatokan sebagai sumber hukum untuk terbentuknya penegakan 

hukum. Dalam hal ini peraturan perundang-undang harus sejalan dengan 

kebutuhan supaya terbentuknya penyelenggara pelayanan publik. 

Kemudian undang-undang harus berada dalam asas-asas sebagai berikut:7  

1. Undang-undang tidak dapat diterapkan secara retroaktif; 

2. Undang-undang merupakan produk hukum tertinggi yang dibuat 

oleh lembaga negara yang berwenang; 

3. Aturan khusus lebih kuat daripada aturan umum; 

4. Undang-undang baru menggantikan Undang-undang lama; 

5. Undang-undang memiliki kekuatan hukum yang absolut. 

b. Faktor Aparatur Pemerintah 

Birokrat Pemerintah sangat berpengaruh penting dalam 

terbentuknya kualitas pelayanan publik. Maka dari itu, Pemerintah suatu 

unsur yang bekerja di dalam praktik untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat.8 

Dalam pelayanan publik, tidak dapat dihindari terkait interaksi yang 

dinamis antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan  yang sampai 

melibatkan pertukaran informasi, penyedia layanan dasar, hingga dengan 

proses pinjaman untuk menjalankan produktif masyarakat, terutama bagi 

pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam proses 

 
7Ibid., hlm 22.  
8 Ibid., hlm 23. 
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berlangsung nya kehidupan masyarakat akan pentingnya layanan yang 

memenuhi kebutuhan dasar manusia, maka dari itu dalam pelayanan publik, 

kualitas layanan menjadi faktor penentu dalam memastikan ketersediaan, 

serta aksesibilitas layanan bagi kesejahteraan masyarakat dan produktivitas 

negara.     

Dalam pelayanan publik terutama Pembiayaan, Perbankan saat ini 

mendominasi ke semua sektor keuangan, baik dilihat dari segi kepemilikan 

aset, penyaluran dana serta pengumpulan dana. Maka, dapat dikatakan saat 

ini perbankan memegang peranan yang sangat penting dan juga 

keberadaannya sangat dibutuhkan oleh suatu negara.  

Apabila sebuah Perusahaan atau Perseroan Terbatas dapat 

meningkatkan keinginan masyarakat untuk dapat bermitra, maka 

perusahaan itu dapat di dinyatakan diterima oleh masyarakat. Mengingat 

bank khususnya bekerja dari hasil dana masyarakat yang disimpan pada 

bank atas dasar kepercayaan, maka setiap bank perlu terus menjaga 

pelayanan yang prima, inovatif, dan terpercaya. Hal ini bertujuan untuk 

mempertahankan rasa kepercayaan nasabah, sehingga keberlangsungan 

bank dapat stabil dan terjamin.  

Dalam menjaga peranan yang sudah sangat dipercaya masyarakat 

dapat dipastikan setiap lembaga keuangan terutama di PT BPR Syariah Al-

Falah menjaga pelayanan dalam perlindungan Konsumen di sektor jasa 

keuangan, dalam hal ini menurut POJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang 

perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan 



6 

 

berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PUJK dalam menyelenggarakan kegiatan usaha 

wajib menerapkan prinsip perlindungan Konsumen.9 Adapun Prinsip yang 

harus diterapkan dalam penyelenggara pelayanan publik dalam 

perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan supaya kepentingan 

konsumen dapat terjamin, terciptanya hubungan yang berkualitas, 

akuntabel, dan selaras antara penyelenggara pelayanan dan konsumen, serta 

terwujudnya pada penyelenggara pemerintah yang selaras dalam Pasal 3 

ayat (2) adapun Prinsip perlindungan konsumen untuk menjaga kualitas 

peningkatan pelayanan publik antara lain:10  

a. Edukasi yang memadai 

b. Keterbukaan dan Transparansi informasi produk dan/atau layanan 

c. Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab 

d. Perlindungan aset, privasi, dan data konsumen 

e. Penanganan Pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan 

efisien 

f. Penegakan kepatuhan, dan 

g. Persaingan yang sehat. 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Falah, termasuk dalam 

salah satu bank pembiayaan di Sumatera Selatan yang menerapkan dalam 

operasionalnya berdasarkan prinsip Syariah. Sebagai bank yang 

memberikan jasa untuk pembiayaan, BPR Syariah Al-Falah mempunyai 

 
9 Pojk Nomor 22 tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat 

di Sektor Jasa Keuangan Pasal 3 ayat (1) .  
10Pojk Nomor 22 tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat 

di Sektor Jasa Keuangan Pasal 3 ayat (2) 
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tujuan dalam memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh tidak 

hanya untuk membiayai operasional perusahaan, tetapi juga digunakan 

untuk pengembangan perusahaan kedepannya, seperti meluncurkan produk 

baru atau pengembagan akuisisi perusahaan lain.  

Demikian halnya dengan BPR Syariah Al-Falah yang diharapkan 

dapat mempunyai prospek yang cukup baik dan selalu membawa dampak 

positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan 

perannya untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, terutama 

masyarakat kecil dan ekonomi lemah. Sebagai bagian dari lembaga 

keuangan pembiayaan, BPR Syariah Al-Falah harus mampu melakukan 

persaingan dengan lembaga keuangan bank yang berbasis Pembiayaan 

konvensional dengan tidak menghilangkan konsep ekonomi Islam syariah 

melalui produk yang ditawarkan.    

Perbankan Syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan 

bank konvensional, dalam menghimpun dana, perbankan syariah 

menggunakan akad wadiah dan mudharabah sedangkan dalam menyalurkan 

dana, perbankan syariah menggunakan akad murabahah, mudharabah dan 

ijarah.11 Sedangkan perbankan Konvensional menggunakan sistem 

pinjaman atau perhitungan bunga kredit, dengan kata lain bunga yang 

 
11 HendriTanjung, “Kritik Ekonomi Konvensional dan Solusi Ekonomi Islam”, 

(Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No. 2, Desember 2014), hlm. 9 
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diberikan harga dari sebuah pinjaman yang harus dibayar oleh nasabah 

kepada bank karena mempunyai pinjaman atau debitan.12  

Berdasarkan Uraian diatas, dalam skripsi ini penulis menjelaskan 

dengan gambaran umum mengenai pelayanan publik  dalam skripsi berjudul 

“IMPLEMENTASI SISTEM STRATEGI DALAM 

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI PT BPR 

SYARIAH AL-FALAH DI KABUPATEN BANYUASIN” 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan pada uraian yang muncul dalam latar belakang, penulis 

merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:  

1. Perwujudan Asas Keprofesionalan Dalam Meningkatkan Kualitas 

Pelayanan Publik Di PT BPR Syariah Di Kabupaten Banyuasin? 

2. Bagaimana efektivitas sistem pelayanan publik di PT BPR Syariah Al-Falah 

di Kabupaten Banyuasin? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini akan membahas secara mendalam terhadap Sistem 

Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di PT BPR 

SYARIAH AL-FALAH di Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini bertujuan:  

 
12 Moh. Ali wafa, “Hukum perbankan dalam sistem operasional Bank 

konvensional dan Bank Syariah”, Jurnal Perbankan, Vol XVI No.2 (Oktober, 2017), 

hlm. 261.  
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1. Untuk memahami Dasar Hukum yang diterapkan oleh PT BPR 

SYARIAH AL-FALAH dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

pembiayaan. 

2. Untuk mengetahui seberapa efektivitas penerapan berbagai aturan 

hukum dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam 

pembiayaan syariah, perlu dievaluasi terhadap kinerja di PT BPR 

SYARIAH AL-FALAH. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat dari 

sudut teoritis maupun dari sudut praktis, yakni: secara teoritis, penelitian ini 

diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu 

hukum dalam mengembangkan kualitas pelayanan publik di setiap 

penyelenggara layanan terutama di PT BPR Syariah Al-Falah. Sementara 

dari sudut Praktis, penelitian ini dapat memberikan sudut pandang tentang 

Strategi dalam meningkatkan Pelayanan Publik dalam melayani setiap 

kegiatan yang diselenggarakan.   

 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Pelayanan Publik  

Terkait dengan Pelayanan Publik, pelayanan suatu bentuk atas dasar 

pemenuhan keinginan ataupun sebuah kebutuhan masyarakat dari 

penyelenggara Negara. Pelayanan juga dari rangkaian aktivitas atau proses 



10 

 

yang meliputi seluruh orang dalam suatu masyarakat. Pada hakikatnya 

setiap manusia pasti membutuhkan pelayanan, bahkan pelayanan tidak 

dapat dipisahkan dengan ruang lingkup kehidupan manusia. 

Pelayanan Publik suatu bentuk atas dasar pemenuhan kebutuhan 

masyarakat, baik dalam bentuk barang publik, hingga jasa publik yang 

menjadi sebuah kewajiban dan harus dilaksanakan oleh pemerintah dan 

lembaga yang terkait. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik berkaitan dengan rangka untuk 

memenuhi akan kebutuhan masyarakat, maka dari itu pemerintah selaku 

pemangku kepentingan yang memberikan pelayanan, dapat dipastikan 

untuk dapat memberikan pelayanan yang prima, inovatif, dan terpercaya 

bagi masyarakat, dengan begitu pemerintah dituntut harus mencapai 

kualitas pelayanan yang prima yang tercermin melalui berbagai: 

1. Transparansi, yakni mengacu pada hak dasar setiap masyarakat 

untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat terkait 

seluruh aspek penyelenggara pemerintahan, dari kebijakan hingga 

pelaksanaan program-program pelaksanaannya.13 

2. Akuntabilitas, bermakna kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

setiap pemerintah ataupun lembaga terkait yang sesuai dengan tugas 

dan fungsi masing-masing, sehingga dapat melaksanakan secara 

utuh akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, 

 
13 Fadiar Trisakti, Adnin dikeu dewi berliana, Al Bukhori, Alya Fitri, 

“Transparansi Dan Kepentingan Umum”, Jurnal Ilmu Sosial, Vol.19 No. 1 (2021). hlm. 

31.    
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terutama akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat dan 

akuntabilitas prosedural.14  

3. Kesamaan Hak, yakni kegiatan pelayanan publik yang tidak 

diskriminasi atau membedakan dalam kegiatan pelayanan dari segi 

agama, ras, golongan dan kepercayaan. 

 Dalam Penelitian ini teori pelayanan publik berkaitan dengan 

rumusan masalah yang kaitan dengan dasar hukum dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan publik dan apakah efektivitas dari sistem pelayanan 

publik di PT BPR Syariah Al-falah, teori pelayanan publik ini sangat 

berperan dalam mencapai suatu kualitas pelayanan publik dari segi 

pelayanan yang terpercaya, pelayanan prima, serta pelayanan terukur bagi 

masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya pelayanan yang sangat 

dapat dipercaya masyarakat yang telah diterapkan pemerintah maupun 

lembaga terkait, dapat diupayakan pemerintah selalu memberikan kualitas 

yang terbaik kepada penerima layanan maupun penyelenggara layanan. 

2. Teori Penegakan Hukum 

Adapun maksud dari penegakan hukum suatu usaha untuk 

mewujudkan keadilan, dan kepastian hukum menjadi sebuah kenyataan. 

Jadi Penegakan hukum dalam hal untuk mencapai proses perwujudan ide 

menjadi kenyataan. Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas 

adalah upaya memastikan semua orang mematuhi aturan dan memberikan 

 
14Fandi alfiansyah Siregar, “Akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan 

publik”, Jurnal Publik Undhar Medan, Vol.II No.2 (Januari, 2017). hlm. 41.  
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sanksi jika ada yang melanggar. Penegakan hukum dalam arti sempit 

seringkali berhubungan dengan tindakan aparat kepolisian dalam mengatur 

pelanggaran dalam pelaku kejahatan.  

Dalam penegakan hukum, dalam membangun sistem hukum yang 

berkeadilan dan kuat, integritas salah satu pilar utama dalam menjamin 

penegakan hukum yang dilakukan secara jujur, adil, dan dapat dipercaya. 

Hanya dengan integritas yang tinggi, dapat mewujudkan hukum 

berkeadilan. Integritas dalam penegakan hukum salah satu hal yang 

menjamin bahwa setiap individu diperlakukan sama dihadapan hukum 

tanpa adanya pengecualian. Selain itu, penegakan hukum yang berintegritas 

menjamin bahwa hak setiap manusia harus terlindungi sepenuhnya, tanpa 

adanya diskriminasi atau perlakuan tidak adil. Hal ini bahwa setiap orang 

tanpa terkecuali, berhak mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan 

hukum.15 

Dalam Proses penegakan hukum, adapun faktor-faktor yang bisa 

mempengaruhi, menurut soerjono soekanto terdapat lima faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:16 

1. Hukum itu sendiri 

2. Penegak hukum 

3. Sarana dan fasilitas 

 
15Humas Law. “Penegakan Hukum Archives.” Fakultas Hukum, Humaslaw 

Https://Law.Uad.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/Logo-Law.Png, 9 Dec. 2023, 

law.uad.ac.id/tag/penegakan-hukum/. diakses 15 Agustus 2024. 
16 Mohd. Yusuf Dm dkk, “Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 

penegakan hukum dalam pergaulan manusia”, Jurnal pendidikan dan konseling, Vol.5 

No.2 (2023). hlm. 3.  
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4. Masyarakat 

5. Kebudayaan. 

Dalam penelitian ini teori penegakan hukum berkaitan dengan 

rumusan masalah, maka dapat dikatakan teori penegakan hukum sangat 

menjadikan upaya yang konkret terhadap peningkatan pelayanan ataupun 

penerapan yang sangat berkualitas bagi setiap penerima layanan. Dalam hal 

ini penegakan hukum sangat menjadikan pelayanan publik sangat terukur 

dan sangat mengedepankan moralitas manusia.  

3. Teori Perlindungan Hukum 

Adapun maksud dari perlindungan hukum merupakan tindakan 

nyata dilakukan oleh setiap individu maupun pemerintah, perlindungan 

hukum diberikan secara setara kepada seluruh warga negara, tanpa 

memandang jenis kelamin. Indonesia negara hukum berlandaskan pancasila 

harus selalu menjamin keamanan hukum bagi setiap warga negara, dengan 

hal itu sebagai negara harus menjaga perlindungan hukum bagi masyarakat 

nya maka perlindungan hukum akan terlahir pengakuan serta perlindungan 

hak asasi manusia sebagai makhluk sosial dalam negara kesatuan yang 

menjunjung tinggi rasa kepedulian dan kesejahteraan.  

Dalam perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan 

nyata aparat penegak hukum untuk melindungi masyarakat dari ancaman 

maupun bentuk gangguan adalah bentuk nyata pengabdian mereka pada 
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negara.17 Perlindungan hukum dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, 

yaitu perlindungan hukum preventif dan represif: 

1. Sarana perlindungan hukum preventif 

Dalam hukum preventif memungkinkan subjek hukum untuk 

berpartisipasi dalam proses menyampaikan keberatan sebelum keputusan 

pemerintah menjadi mengikat, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya 

permasalahan hukum di masyarakat.   

2. Sarana perlindungan hukum represif 

Hukum represif bertujuan untuk mengatasi masalah hukum yang 

dilandasi pada prinsip perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi 

manusia.18  

Dalam penelitian ini teori perlindungan hukum sangat berkaitan 

dengan rumusan masalah, dikarenakan dengan adanya perlindungan hukum 

oleh negara untuk setiap masyarakat dapat dipastikan seluruh hak warga 

dapat dilindungi dan terhindar dari diskriminasi atau ketidakadilan. Dalam 

 
17Dian Dwi Jayanti, S.H. “Pengertian Perlindungan Hukum Dan Penegakan 

Hukum.” Klinik Hukumonline, 11 Oct. 2023, www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-

perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/#_ftn1. diakses pada 

tanggal 15 Agustus 2024. 

  
18 “Daffa arya prayoga, jadmiko anom husodo, dan Andin Elok puri maharani, 

“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional”, Jurnal 

Demokrasi dan ketahanan nasional, Vol.2 No.2 (2023). hlm. 191.” 
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perlindungan hukum juga menjadikan masyarakat untuk percaya dengan 

pelayanan yang diberikan oleh setiap lembaga. 

 

F. Metode Penelitian Hukum   

1. Jenis Dan Sifat Penelitian 

Penelitian hukum bertujuan untuk proses ilmiah yang menggunakan 

metode-metode khusus untuk menganalisis, memahami, dan menjelaskan 

fakta hukum dalam mencari solusi atas permasalahan hukum, Penelitian 

hukum berperan penting dalam pengembangan ilmu hukum dan 

penyempurnaan sistem hukum.   

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan antara metode 

Empiris dan Normatif yang bersifat Deskriptif dengan menggambarkan 

Implementasi Sistem Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan 

Publik di PT BPR SYARIAH AL-FALAH di Kabupaten Banyuasin dan 

apakah Sudah berjalan sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Prosedur Perbankan Syariah 

yang berlandaskan syariat Islam. 

 

2. Jenis Data 

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah 

data Primer dan data Sekunder. Data Primer yang mengambil data secara 

langsung di lapangan, seperti penelitian di tempat, melakukan wawancara 

dan sebagainya. Sedangkan sumber data sekunder berupa peraturan 
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Undang-undang yang tersimpan di perpustakaan, terkait seperti jurnal, 

artikel, buku, dan hasil penelitian.  

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengambilan data, dengan menggunakan:  

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan  cara studi pustaka, dengan cara 

menganalisis berbagai sumber data sekunder termasuk peraturan 

Undang-undang, artikel, jurnal, dan buku-buku hukum.  

b. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan yang melibatkan 

observasi dan wawancara secara langsung antara lain pada PT BPR 

SYARIAH AL-FALAH di Kabupaten Banyuasin. 

1. Observasi, Yaitu melihat dan mengamati secara langsung ke objek 

penelitian dengan mencatat secara sistematis sesuai data-data yang 

dibutuhkan dalam penelitian. 

2. Wawancara, mengadakan wawancara secara langsung dengan 

Pimpinan dan para karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS) Al-Falah di Kabupaten Banyuasin yang dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan pada penelitian ini. 

 

4. Teknik Analisis Data 
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Proses analisis data dalam penelitian ini melibatkan berbagai 

pengumpulan data hukum, data asli, klasifikasi data, dan pengelompokan 

data secara spesifik. Pendekatan kualitatif digunakan untuk dianalisis 

dengan pendekatan induktif dengan data mendalam secara logis, sehingga 

mendapatkan data yang relevan dengan dengan menjawab permasalahan 

penelitian yang dilakukan. 
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